SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 29 TAHUN 2016
TENTANG

PEDOMAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIAWI KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

Menimbang :a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan menata sistem

Mengingat

o 1.

pengelolaan keuangan RSUD Ciawi Kabupaten Bogor, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Bogor tentang Pedoman
Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah bagi Rumah Sakit
Umum Daerah Ciawi Kabupaten Bogor sebagai Organisasi
Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara Penuh;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Bogor
tentang Pedoman Akuntasi Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi Kabupaten Bogor;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968  Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4488);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 51595);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);
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Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5533)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang
Pedoman Akutansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan
Umum;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2008
tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi Kelas
B (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 13);
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Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);

Peraturan Bupati Bogor Nomor 42 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014
Nomor 42) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor Nomor 14 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bogor
Nomor 42 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis
Akrual di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor (Berita
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIAWI
KABUPATEN BOGOR.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.

SR

Daerah adalah Kabupaten Bogor.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
Bupati adalah Bupati Bogor.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.

Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD
adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi sebagai Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah secara Penuh.

Direktur adalah Direktur RSUD Ciawi Kabupaten Bogor.

Badan Layanan Umum Daerah Ciawi yang selanjutnya disingkat
BLUD Ciawi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan
barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari
keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan
pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pengelolaan Keuangan BLUD adalah meliputi perencanaan dan
penganggaran, dokumen pelaksanaan angaran, pendapatan dan
belanja, pengelolaan kas, pengelolaan piutang dan utang,
investasi, pengelolaan barang, akuntansi dan pelaporan serta
pertanggungjawaban, akuntabilitas kinerja, surplus dan defisit.

Kebijakan Akuntansi RSUD Ciawi adalah penjelasan beberapa
prinsip khusus, asumsi, konsep dasar akuntansi, peraturan dan
praktik yang diterapkan RSUD Ciawi dalam menyusun dan
menyajikan laporan keuangan.

10. Sistem .........
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Sistem Akuntansi RSUD Ciawi adalah serangkaian prosedur,
baik yang manual maupun yang tekomputerisasi, mulai dari
pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan
penyajian laporan BLUD.

Prosedur Akuntansi BLUD RSUD Ciawi adalah serangkaian
urutan pekerjaan yang digunakan untuk menganalisis,
mencatat, mengklasifikasi, dan mengikhtisaran informasi
akuntansi untuk dapat menghasilkan laporan keuangna BLUD
yang akurat, tepat waktu dan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Laporan Keuangan BLUD adalah bentuk pertanggungjawaban
Badan Layanan Umum Daerah yang disajikan dalam bentuk
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan
Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan BLUD.

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA
adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-
LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan
sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing
diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

.Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah

laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan
operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam
pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari
suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan
periode sebelumnya.

Bagan Akun Standar adalah grup klasifikasi akun berdasarkan
klasifikasi fungsi, organisasi, dan ekonomi yang mengacu pada
ketentuan perundang-undangan.

Standard Operating Procedure (SOP) atau buku prosedur operasi
standar sistemin formasi akuntansi ini adalah untuk
meningkatkan akuntabilitas dalam implementasi sistem dan
prosedur di RSUD Ciawi menjamin bahwa implementasi sistem
dan prosedur dapat berjalan secara akuntabel, khususnya di
dalam pengadministrasian transaksi-transaksi yang terkait
dengan keuangan.

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah komponen vital dalam
sistem informasi bisnis.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pedoman Akuntansi BLUD RSUD Ciawi dimaksudkan untuk
menjadi acuan dan memberikan arah bagi RSUD Cawi dalam
menyelenggarakan metode dan proses pencatatan dan
penyusunan laporan keuangan sehingga dapat disajikan sesuai
dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan
oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI)

(2) Tujuan .........
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Tujuan penetapan Pedoman Akuntansi BLUD RSUD Ciawi
adalah :

a. agar proses dan metode penyelenggaraan akuntansi dapat
dilaksanakan secara sistematis, efisien dan efektif;

b. diperolehnya keyakinan bahwa informasi/laporan keuangan
yang disajikan handal dan sesuai dengan standar akuntansi
yang lazim;

c. mempermudah reviu dan analisis terhadap siklus dan proses
akuntansi;

d. sebagai pedoman dalam penerapan kebijakan akuntansi
secara konsisten sesuai pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK); dan

e. meningkatkan kualitas laporan keuangan agar dapat lebih
dipahami, relevan, dan dapat diperbandingkan.

BAB III
PEDOMAN AKUNTANSI BLUD RSUD CIAWI
Pasal 3

Pedoman akuntansi BLUD RSUD Ciawi Kabupaten Bogor
mengacu pada Standard Operating Procedur (SOP) atau buku
Prosedur Standar Operasi Sistem Informasi Akuntansi
ditetapkan  untuk  meningkatkan  akuntabilitas dalam
implementasi sistem dan prosedur di RSUD Ciawi dan menjamin
bahwa implementasi sistem dan prosedur dapat berjalan secara
akuntabel, khususnya di dalam pengadministrasian transaksi-
transaksi yang terkait dengan keuangan.

Prosedur Standar Operasi Sistem Informasi Akuntansi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada siklus
yang ada di dalam Sistem Informasi Akuntansi Rumah Sakit
Ciawi yang terdiri dari siklus pendapatan, siklus pengeluaran,
siklus produksi/pelayanan, siklus keuangan dan siklus
pelaporan keuangan.

Pedoman akuntansi RSUD Ciawi memproses pengumpulan data
transaksi keuangan sampai dengan penyusunan dan penyajian
laporan keuangan.

Pedoman akuntansi RSUD Ciawi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 30 September 2016
BUPATI BOGOR,
ttd
NURHAYANTI
Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 30 September 2016
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,
ttd
ADANG SUPTANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2016 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya

PERUNDANG-UNXDANGAN,

HERISON



